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The palm oil industry is a sector with a high level of occupational
safety and health (OHS) risks, so the quality of OHS disclosure in
sustainability reports is a crucial aspect in supporting corporate
transparency and accountability. This study aims to analyze the
quality of OHS disclosure in palm oil companies listed on the
Indonesia Stock FExchange (IDX) and analyze the company
characteristics and governance factors related to the quality of such
disclosure. The study uses a quantitative approach with a content
analysis method on sustainability reports, annual reports, and
financial statements of 28 palm oil issuers during the 2022—2024
period. Disclosure quality is measured using an index developed based
on GRI403:2018 and POJK No. 51/POJK.03/2017. Data analysis was
conducted using univariate, bivariate, and multivariate methods for
the variables of company size, profitability, leverage, independence of
the board of commissioners, institutional ownership, external
assurance, and reporting framework. The results of the study show that
the average quality of OHS disclosure reached 61.25, indicating a
relatively adequate level of disclosure, although there is still quite
wide variation between companies. OHS disclosure also tends to be
dominated by information regarding policies, systems, and programs,
while information reflecting the actual results of OHS implementation
is still velatively limited. Multivariate analysis shows that the reporting
framework, external assurance, and leverage are positively and
significantly related to the quality of OHS disclosure, while company
size, profitability, institutional ownership, and board independence do
not show a significant relationship. These findings indicate that the
quality of OHS disclosure is more influenced by factors related to
reporting governance, information credibility, and external
accountability than by economic characteristics or the formal
governance structure of the company.
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Industri kelapa sawit merupakan salah satu sektor dengan tingkat
risiko keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang tinggi, sehingga
kualitas pengungkapan K3 dalam laporan keberlanjutan menjadi aspek
penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas perusahaan.
Penelitian ini bertujuan menganalisis kualitas pengungkapan K3 pada
perusahaan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
serta menganalisis faktor-faktor karakteristik perusahaan dan tata
kelola yang berhubungan dengan kualitas pengungkapan tersebut.
Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode
content analysis terhadap laporan keberlanjutan, laporan tahunan, dan
laporan keuangan dari 28 emiten kelapa sawit selama periode 2022—
2024. Kualitas pengungkapan diukur menggunakan indeks yang
dikembangkan berdasarkan GRI 403:2018 dan POJK No.
51/POJK.03/2017. Analisis data dilakukan secara univariat, bivariat,
dan multivariat terhadap variabel ukuran perusahaan, profitabilitas,
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leverage, independensi dewan komisaris, kepemilikan institusional,
external assurance, dan kerangka pelaporan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa rata-rata kualitas pengungkapan K3 mencapai
61,25, yang mengindikasikan tingkat pengungkapan yang relatif
memadai, meskipun masih terdapat variasi yang cukup lebar
antarperusahaan. Pengungkapan K3 juga cenderung didominasi oleh
informasi mengenai kebijakan, sistem, dan program, sementara
informasi yang merefleksikan hasil aktual pelaksanaan K3 masih
relatif terbatas. Analisis multivariat menunjukkan bahwa kerangka
pelaporan, external assurance, dan leverage berhubungan positif dan
signifikan dengan kualitas pengungkapan K3, sedangkan ukuran
perusahaan, profitabilitas, kepemilikan institusional, dan independensi
dewan komisaris tidak menunjukkan hubungan yang signifikan.
Temuan ini mengindikasikan bahwa kualitas pengungkapan K3 lebih
dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan tata kelola
pelaporan, kredibilitas informasi, dan akuntabilitas eksternal
dibandingkan karakteristik ekonomi maupun struktur tata kelola
formal perusahaan.

PENDAHULUAN

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak hanya merupakan hak fundamental pekerja,
tetapi juga indikator penting keberlanjutan operasional perusahaan dan stabilitas ekonomi
global. International Labour Organization (ILO) melaporkan bahwa setiap tahun sekitar 2,78
juta pekerja meninggal akibat kecelakaan kerja dan penyakit terkait pekerjaan, dengan kerugian
ekonomi mencapai 3,94% dari Produk Domestik Bruto (PDB) global (ILO, 2019). Besarnya
angka tersebut menegaskan bahwa risiko kerja masih dikelola secara belum optimal di berbagai
sektor. Kegagalan dalam pengelolaan K3 tidak hanya berdampak pada keselamatan pekerja,
tetapi juga menurunkan produktivitas serta mengancam keberlanjutan bisnis dalam jangka
panjang (Shahbaz & Sajjad, 2021). Dalam konteks ini, pengungkapan K3 dalam laporan
keberlanjutan tidak lagi sekadar kewajiban pelaporan, melainkan instrumen strategis untuk
menilai akuntabilitas dan kualitas pengelolaan risiko perusahaan (Mariappanadar et al., 2022).

Dalam konteks global tersebut, Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan dalam
penerapan K3. Jumlah kecelakaan kerja meningkat dari sekitar 173 ribu kasus pada tahun 2018
menjadi 462.241 kasus pada tahun 2024 (Kemnaker, 2025), menunjukkan tren yang
mengkhawatirkan. Tantangan ini semakin nyata pada industri kelapa sawit yang memiliki
karakteristik risiko kerja tinggi. Data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan peningkatan
kecelakaan kerja hingga 30% di wilayah sentra produksi pada tahun 2023 (BPJS
Ketenagakerjaan, 2024). Di sisi lain, kualitas pengungkapan keberlanjutan di Indonesia masih
belum konsisten, khususnya pada aspek sosial dan ketenagakerjaan yang relatif lebih rendah
dibandingkan indikator lainnya (Gunawan et al., 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa
peningkatan praktik pelaporan belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas informasi
yang diungkapkan (Al-Shaer & Zaman, 2018).

Variasi kualitas pengungkapan K3 tidak dapat dilepaskan dari dinamika motivasi dan
tekanan dalam pelaporan korporat. Teori pemangku kepentingan menempatkan pengungkapan
sebagai bentuk akuntabilitas kepada berbagai pihak yang terdampak, terutama pekerja sebagai
pemangku kepentingan utama (Freeman, 1984; Donaldson & Preston, 1995). Sementara itu,
teori legitimasi menjelaskan bahwa pengungkapan sering digunakan sebagai sarana untuk
memperoleh dan mempertahankan legitimasi sosial (Suchman, 1995; Deegan, 2002). Di sisi
lain, teori institusional menunjukkan bahwa praktik pelaporan cenderung mengikuti tekanan
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regulasi dan norma industri, yang menghasilkan keseragaman formal tanpa selalu diikuti
peningkatan kualitas substantif (DiMaggio & Powell, 1983). Dengan demikian, kualitas
pengungkapan K3 dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara tekanan legitimasi, tuntutan
pemangku kepentingan, dan dinamika institusional.

Secara global, Global Reporting Initiative (GRI 403:2018) telah menjadi standar utama
dalam pelaporan K3 dengan pendekatan berbasis sistem manajemen. Namun, adopsi standar
tersebut tidak secara otomatis menjamin kualitas pengungkapan, karena dipengaruhi oleh
karakteristik perusahaan dan tekanan institusional (Evangelinos et al., 2018; Alves &
Conceicdo Ramos, 2022). Dalam konteks nasional, kewajiban pelaporan melalui POJK No.
51/POJK.03/2017 bertujuan meningkatkan transparansi dan keterbandingan informasi.
Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa regulasi mandatori sering kali hanya
mendorong kepatuhan administratif tanpa diikuti peningkatan kualitas substansial (Cho &
Patten, 2007; Arena et al., 2018). Hal ini menegaskan bahwa kewajiban pelaporan belum tentu
berbanding lurus dengan kualitas transparansi yang dihasilkan.

Industri kelapa sawit di Indonesia merupakan sektor strategis dengan kompleksitas risiko
K3 yang tinggi. Sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia dengan jutaan tenaga kerja,
sektor ini berada di bawah tekanan global terkait praktik keberlanjutan, termasuk melalui
regulasi seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR) (European Commission,
2023). Risiko kerja yang dihadapi meliputi gangguan muskuloskeletal akibat pekerjaan
manual, paparan bahan kimia, kebisingan, serta risiko kecelakaan fisik (Myzabella et al., 2019;
Bhuanantanondh et al., 2021). Kompleksitas tersebut menuntut sistem pengelolaan K3 yang
kuat sekaligus pengungkapan yang transparan dan berbasis data sebagai bentuk akuntabilitas.

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan K3 dalam
laporan keberlanjutan masih didominasi oleh pernyataan normatif dan simbolik yang tidak
didukung oleh data yang memadai (Mariappanadar et al., 2022). Fenomena ini berkaitan
dengan konsep decoupling, yaitu ketidaksesuaian antara praktik nyata dan struktur pelaporan
(Meyer & Rowan, 1977), serta berpotensi mengarah pada praktik greenwashing (Testa et al.,
2018). Akibatnya, laporan keberlanjutan berisiko tidak merepresentasikan kondisi K3 yang
sesungguhnya, sehingga melemahkan fungsi akuntabilitasnya.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan evaluasi yang sistematis
dan terstandarisasi melalui analisis isi berbasis indikator. Pendekatan ini memungkinkan
penilaian kualitas pengungkapan berdasarkan dimensi kelengkapan, relevansi, keandalan, dan
keterbandingan (Habek & Wolniak, 2016), serta memberikan dasar evaluasi yang lebih objektif
terhadap praktik pelaporan perusahaan.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui perspektif Institutional Theory, khususnya konsep
normative isomorphism, yaitu kecenderungan organisasi untuk mengadopsi praktik-praktik
yang dipandang sebagai standar profesional dan memperoleh legitimasi dalam lingkungannya
. Dalam beberapa dekade terakhir, GRI telah berkembang menjadi salah satu kerangka
pelaporan keberlanjutan yang paling banyak digunakan secara global. Penggunaan standar
tersebut tidak hanya memberikan panduan teknis dalam penyusunan laporan, tetapi juga
membentuk ekspektasi mengenai jenis dan kualitas informasi yang dianggap layak untuk
diungkapkan kepada publik. Akibatnya, perusahaan yang mengadopsi GRI cenderung
terdorong untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas dan lebih mendalam dibandingkan
perusahaan yang berfokus pada pemenuhan persyaratan minimum pelaporan.
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Tinjauan literatur menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam penelitian
mengenai kualitas pengungkapan K3. Pertama, sebagian besar studi masih berfokus pada
negara maju, sementara kajian di negara berkembang seperti Indonesia masih terbatas. Kedua,
penelitian yang membandingkan efektivitas standar global dan regulasi nasional dalam konteks
pengungkapan K3 masih minim. Ketiga, kajian yang secara spesifik menelaah industri kelapa
sawit sebagai sektor berisiko tinggi masih sangat terbatas. Kesenjangan tersebut menunjukkan
urgensi penelitian ini.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya kesenjangan antara kepatuhan
administratif dan transparansi substantif dalam pengungkapan keselamatan dan kesehatan kerja
(K3) pada laporan keberlanjutan perusahaan kelapa sawit. Meskipun penyusunan laporan
keberlanjutan telah diwajibkan melalui POJK No. 51/POJK.03/2017, informasi K3 yang
disajikan masih sering bersifat normatif dan lebih mencerminkan pemenuhan kewajiban
pelaporan dibandingkan gambaran nyata mengenai pengelolaan risiko operasional. Selain itu,
perbedaan penggunaan kerangka pelaporan, baik POJK, GRI, maupun kombinasi keduanya,
berpotensi menimbulkan variasi kualitas informasi yang diungkapkan. Oleh karena itu,
penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan dan kualitas pengungkapan K3,
membandingkan kualitas pengungkapan berdasarkan kerangka pelaporan yang digunakan,
menilai tingkat transparansi substantif pengungkapan K3, serta menganalisis faktor-faktor
perusahaan yang memengaruhi variasi kualitas pengungkapan tersebut.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kajian K3 sebagai bagian
dari mekanisme akuntabilitas dan transparansi perusahaan, sekaligus menghasilkan kerangka
evaluasi kualitas pengungkapan K3 yang mengintegrasikan standar GRI dan regulasi nasional.
Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi referensi bagi perusahaan dalam
meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan, membantu investor dan pemangku
kepentingan dalam menilai kinerja ESG perusahaan, memberikan masukan bagi regulator
dalam penyempurnaan kebijakan pelaporan keberlanjutan, serta menjadi dasar bagi penelitian
lanjutan terkait kualitas pengungkapan keberlanjutan pada berbagai sektor industri maupun
dalam konteks perbandingan lintas negara.

METODE PENELITIAN
Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode content analysis
untuk menilai kualitas pengungkapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam laporan
keberlanjutan perusahaan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data yang
digunakan berupa laporan keberlanjutan, laporan tahunan, dan laporan keuangan periode
2022-2024. Penilaian pengungkapan K3 mengacu pada standar GRI 403:2018 dan POJK No.
51/POJK.03/2017. Selain itu, penelitian juga menganalisis pengaruh karakteristik perusahaan
dan tata kelola perusahaan terhadap kualitas pengungkapan K3.
Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian terdiri dari 31 perusahaan kelapa sawit yang terdaftar di BEI. Sampel
dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan ketersediaan laporan dan
kelengkapan informasi K3 selama periode 2022-2024. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan,
diperoleh 28 perusahaan sebagai sampel penelitian dengan total 84 observasi (28 perusahaan x
3 tahun).
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Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan content analysis terhadap laporan
keberlanjutan, laporan tahunan, dan laporan keuangan perusahaan. Data yang dianalisis
meliputi pengungkapan K3, karakteristik perusahaan (ukuran perusahaan, profitabilitas, dan
leverage), serta tata kelola perusahaan (independensi dewan komisaris, kepemilikan
institusional, dan external assurance). Seluruh data diperoleh dari situs resmi BEI, perusahaan,
OJK, dan GRI.
Analisis Data

Data dianalisis secara kuantitatif menggunakan Microsoft Excel. Tahapan analisis
meliputi analisis univariat untuk menggambarkan karakteristik data, analisis bivariat untuk
melihat hubungan antarvariabel, dan analisis multivariat untuk menguji pengaruh karakteristik
perusahaan serta tata kelola terhadap kualitas pengungkapan K3.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Multivariat Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kualitas Pengungkapan
K3

Analisis multivariat dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan
dengan kualitas pengungkapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) setelah pengaruh
variabel lain dikendalikan secara simultan. Berbeda dengan analisis korelasi yang hanya
menggambarkan hubungan antar dua variabel secara terpisah, analisis multivariat
memungkinkan evaluasi yang lebih komprehensif terhadap kontribusi relatif masing-masing
faktor dalam menjelaskan variasi kualitas pengungkapan K3.

Pendekatan ini penting karena karakteristik perusahaan pada praktiknya tidak bekerja
secara terpisah. Ukuran perusahaan, kondisi keuangan, struktur kepemilikan, tata kelola,
mekanisme assurance, maupun kerangka pelaporan saling berinteraksi dalam membentuk
keputusan perusahaan mengenai informasi apa yang akan diungkapkan dan seberapa rinci
informasi tersebut disajikan. Oleh karena itu, analisis multivariat diperlukan untuk memperoleh
gambaran yang lebih akurat mengenai faktor-faktor yang secara independen berhubungan
dengan kualitas pengungkapan K3.

1. Kelayakan Model Regresi

Kelayakan model dievaluasi untuk menilai sejauh mana variabel-variabel independen
yang digunakan mampu menjelaskan variasi kualitas pengungkapan K3. Hasil pengujian
disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Kelayakan Model

Ukuran Nilai
R? 0,561
Adjusted R? 0,521
F-statistic 13,87
Significance F <0,001

Sumber: hasil pengolahan data penelitian (2026)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan memiliki tingkat
kelayakan yang baik. Nilai signifikansi uji F yang lebih kecil dari 0,001 menunjukkan bahwa
variabel-variabel independen yang dimasukkan ke dalam model secara simultan berhubungan
signifikan dengan kualitas pengungkapan K3. Dengan demikian, model yang dibangun
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memiliki kemampuan yang memadai untuk menjelaskan variasi kualitas pengungkapan K3
pada perusahaan kelapa sawit yang menjadi objek penelitian.

Nilai koefisien determinasi (R?) sebesar 0,561 menunjukkan bahwa 56,1% variasi
kualitas pengungkapan K3 dapat dijelaskan oleh kombinasi variabel ukuran perusahaan,
profitabilitas, leverage, independensi dewan komisaris, kepemilikan institusional, external
assurance, dan kerangka pelaporan. Setelah memperhitungkan jumlah variabel dalam model,
nilai Adjusted R? sebesar 0,521 mengindikasikan bahwa sekitar 52,1% variasi kualitas
pengungkapan K3 masih dapat dijelaskan oleh model penelitian.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa lebih dari separuh variasi kualitas pengungkapan
K3 dapat dipahami melalui karakteristik perusahaan yang dianalisis dalam penelitian ini.
Sementara itu, sisanya sebesar 47,9% kemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang
tidak tercakup dalam model, seperti budaya organisasi, komitmen manajemen terhadap
keberlanjutan, tekanan dari pemangku kepentingan, karakteristik kepemimpinan, maupun
faktor institusional lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pengungkapan K3
merupakan fenomena yang kompleks dan tidak sepenuhnya dapat dijelaskan hanya melalui
karakteristik perusahaan yang bersifat struktural.

2. Hasil Pengujian Proposisi

Hasil estimasi regresi digunakan untuk menguji hubungan antara masing-masing variabel
independen dan kualitas pengungkapan K3 setelah pengaruh variabel lainnya dikendalikan
secara simultan. Ringkasan hasil pengujian proposisi disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan Hasil Pengujian (Regresi Berganda)

Kode Variabel Koefisien () p-value Keputusan
P1 SIZE 3,234 0,103 Ditolak
P2 ROA 0,026 0,933 Ditolak
P3 DAR 0,149 0,003 Diterima
P4 IND 0,356 0,099 Ditolak
P5 INST 0,122 0,166 Ditolak
P6 ASSUR 23,013 0,002 Diterima
P7 FRAMEWORK 24,705 <0,001 Diterima

Keterangan: signifikan pada o = 5%.
Sumber: hasil pengolahan data penelitian (2026)

Hasil estimasi regresi menunjukkan bahwa dari tujuh proposisi yang diajukan, terdapat
tiga variabel yang memiliki hubungan signifikan dengan kualitas pengungkapan K3 pada
tingkat signifikansi 5%, yaitu leverage (DAR), external assurance (ASSUR), dan kerangka
pelaporan (FRAMEWORK). Ketiga variabel tersebut memiliki arah hubungan positif, yang
mengindikasikan bahwa peningkatan nilai atau keberadaan faktor-faktor tersebut berkaitan
dengan peningkatan kualitas pengungkapan K3.

Di antara seluruh variabel yang dianalisis, kerangka pelaporan merupakan faktor yang
memiliki pengaruh paling dominan dengan koefisien sebesar 24,705. Nilai tersebut
mengindikasikan bahwa perusahaan yang mengintegrasikan standar Global Reporting
Initiative (GRI) ke dalam laporan keberlanjutannya memiliki skor kualitas pengungkapan K3
yang rata-rata sekitar 24,7 poin lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang hanya
menggunakan kerangka POJK, setelah pengaruh variabel lain dikendalikan dalam model.
Besarnya pengaruh tersebut menegaskan bahwa kerangka pelaporan bukan sekadar perangkat
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teknis dalam penyusunan laporan, melainkan instrumen yang berperan penting dalam
membentuk keluasan, kedalaman, dan kualitas informasi yang diungkapkan perusahaan.

Hasil ini mengindikasikan bahwa kualitas pengungkapan K3 sangat dipengaruhi oleh
standar pelaporan yang menjadi acuan perusahaan. Kerangka pelaporan yang lebih rinci dan
terstruktur menyediakan pedoman yang lebih jelas mengenai jenis informasi yang perlu
diungkapkan, sehingga mendorong penyajian informasi yang lebih lengkap, sistematis, dan
dapat diperbandingkan. Dalam konteks tersebut, adopsi GRI dapat dipandang sebagai
mekanisme yang memperkuat transparansi sekaligus meningkatkan kualitas akuntabilitas
pelaporan K3.

External assurance juga menunjukkan hubungan positif yang signifikan dengan kualitas
pengungkapan K3, dengan nilai koefisien sebesar 23,013. Besarnya koefisien tersebut
mengindikasikan bahwa perusahaan yang melibatkan pihak independen dalam proses
verifikasi laporan cenderung menghasilkan kualitas pengungkapan yang lebih tinggi
dibandingkan perusahaan yang tidak menggunakan assurance eksternal. Keterlibatan pihak
ketiga dalam proses assurance tidak hanya meningkatkan tingkat kredibilitas informasi yang
dipublikasikan, tetapi juga mendorong perusahaan untuk menyajikan informasi yang lebih
konsisten, terdokumentasi dengan baik, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para
pemangku kepentingan.

Sementara itu, leverage merupakan variabel lain yang terbukti berhubungan signifikan
dengan kualitas pengungkapan K3. Menariknya, hasil ini berbeda dengan temuan pada analisis
korelasi yang menunjukkan hubungan yang sangat lemah antara leverage dan kualitas
pengungkapan K3. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh leverage baru terlihat
setelah pengaruh variabel lain dikendalikan secara simultan dalam model regresi. Secara
substantif, kondisi ini dapat merefleksikan kecenderungan perusahaan dengan tingkat
ketergantungan pendanaan yang lebih tinggi untuk meningkatkan transparansi sebagai bagian
dari upaya mempertahankan kepercayaan kreditur, investor, dan pemangku kepentingan
lainnya. Dalam konteks tersebut, pengungkapan K3 dapat dipahami sebagai salah satu bentuk
komunikasi perusahaan dalam menunjukkan kemampuan pengelolaan risiko operasional dan
keberlanjutan bisnis.

D1 sisi lain, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kepemilikan institusional tidak
menunjukkan hubungan yang signifikan dengan kualitas pengungkapan K3. Hasil ini
mengindikasikan bahwa besarnya aset perusahaan, kemampuan menghasilkan laba, maupun
tingginya proporsi kepemilikan institusional tidak secara otomatis diikuti oleh peningkatan
kualitas pengungkapan K3 setelah faktor-faktor lain diperhitungkan secara bersamaan dalam
model.

Variabel independensi dewan komisaris menunjukkan hubungan positif dengan tingkat
signifikansi yang berada pada batas marginal (p = 0,099). Meskipun belum memenuhi kriteria
signifikansi pada tingkat 5%, arah hubungan yang positif memberikan indikasi bahwa
keberadaan komisaris independen berpotensi mendukung peningkatan kualitas pengungkapan
K3. Namun demikian, bukti empiris yang diperoleh dalam penelitian ini belum cukup kuat
untuk menyimpulkan adanya hubungan yang signifikan pada tingkat keyakinan yang
digunakan.

Secara keseluruhan, hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa faktor-faktor yang
berkaitan dengan tata kelola pelaporan dan mekanisme akuntabilitas perusahaan memiliki
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peran yang lebih menonjol dibandingkan karakteristik ekonomi perusahaan dalam menjelaskan
variasi kualitas pengungkapan K3. Temuan ini mengindikasikan bahwa transparansi K3 tidak
semata-mata ditentukan oleh kapasitas finansial atau skala perusahaan, melainkan lebih banyak
dipengaruhi oleh komitmen institusional perusahaan dalam membangun sistem pelaporan yang
kredibel, terverifikasi, dan berorientasi pada akuntabilitas. Dalam perspektif yang lebih luas,
kualitas pengungkapan K3 pada akhirnya bukan hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap
standar  pelaporan, tetapi juga mencerminkan kesediaan  perusahaan  untuk
mempertanggungjawabkan upaya perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan para
pekerja yang menjadi bagian paling fundamental dari proses operasional perusahaan.

Interpretasi Kualitas Pengungkapan K3 pada Industri Kelapa Sawit

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pengungkapan keselamatan dan kesehatan
kerja (K3) pada perusahaan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berada pada
tingkat yang relatif moderat hingga tinggi. Hal ini tercermin dari nilai rata-rata Indeks
Pengungkapan K3 (K3DI) sebesar 61,25, dengan mayoritas observasi berada pada kategori
Substantive Partial dan Substantive Comprehensive. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa
sebagian besar perusahaan tidak lagi terbatas pada pemenuhan kewajiban pelaporan minimum,
melainkan telah mulai mengungkapkan informasi K3 secara lebih luas dan terstruktur.

Meskipun demikian, capaian tersebut tidak dapat diartikan sebagai adanya tingkat
kualitas pelaporan yang seragam di seluruh perusahaan. Variasi skor yang cukup lebar
menunjukkan bahwa kualitas pengungkapan K3 masih sangat beragam antarperusahaan. Pada
satu sisi terdapat perusahaan yang telah menyajikan informasi secara komprehensif dengan
cakupan yang mendekati seluruh indikator yang diukur, sementara pada sisi lain masih
ditemukan perusahaan yang hanya mengungkapkan informasi secara terbatas. Kesenjangan ini
mengindikasikan bahwa proses institusionalisasi praktik pelaporan K3 belum berlangsung
secara merata dalam industri kelapa sawit.

Dari perspektif Institutional Theory, kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun
perusahaan beroperasi dalam lingkungan regulasi yang relatif sama, tingkat internalisasi
terhadap norma dan praktik pelaporan keberlanjutan dapat berbeda secara substansial. Regulasi
mampu menciptakan keseragaman dalam kewajiban pelaporan, namun tidak secara otomatis
menghasilkan keseragaman dalam kualitas informasi yang diungkapkan. Dengan kata lain,
kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan belum tentu diikuti oleh tingkat transparansi yang
setara.

Temuan lain yang menarik adalah kecenderungan perusahaan untuk lebih banyak
mengungkapkan leading indicators dibandingkan lagging indicators. Informasi mengenai
sistem manajemen K3, identifikasi bahaya, pelatihan, konsultasi pekerja, serta berbagai
mekanisme pencegahan risiko cenderung lebih banyak disampaikan dibandingkan informasi
mengenai hasil aktual seperti angka kecelakaan kerja, cedera akibat kerja, maupun penyakit
akibat kerja. Pola ini menunjukkan bahwa perusahaan relatif lebih nyaman mengomunikasikan
aspek yang menggambarkan komitmen dan kapasitas organisasi dalam mengelola risiko
dibandingkan hasil nyata dari implementasi sistem tersebut.

Fenomena tersebut dapat dipahami melalui perspektif Decoupling Theory yang
dikemukakan oleh Meyer dan Rowan (1977). Teori ini menjelaskan bahwa organisasi dapat
mengadopsi struktur formal, kebijakan, dan praktik yang dianggap legitim oleh lingkungan
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institusional tanpa selalu diikuti oleh tingkat keterbukaan yang sama terhadap hasil
implementasinya. Dalam konteks penelitian ini, perusahaan tampak lebih aktif
mengungkapkan keberadaan sistem, kebijakan, dan prosedur K3 dibandingkan indikator hasil
yang secara langsung merefleksikan efektivitas penerapan sistem tersebut.

Interpretasi tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya upaya perusahaan untuk
menyembunyikan informasi. Sebaliknya, kondisi tersebut lebih merefleksikan dinamika umum
dalam praktik pelaporan keberlanjutan, di mana organisasi cenderung memberikan perhatian
yang lebih besar pada aspek yang dapat menunjukkan kesiapan, komitmen, dan kesesuaian
dengan ekspektasi pemangku kepentingan. Namun demikian, ketidakseimbangan antara
pengungkapan aspek proses dan aspek hasil berpotensi menghasilkan gambaran yang kurang
utuh mengenai kondisi K3 yang sesungguhnya.

Dalam konteks industri kelapa sawit, isu ini memiliki relevansi yang sangat tinggi.
Karakteristik operasional sektor kelapa sawit melibatkan berbagai aktivitas yang memiliki
tingkat risiko keselamatan dan kesehatan kerja yang signifikan, mulai dari kegiatan budidaya,
pemanenan, pengangkutan hasil panen, hingga pengolahan di pabrik. Oleh karena itu, kualitas
pengungkapan K3 tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap standar pelaporan
keberlanjutan, tetapi juga mencerminkan tingkat akuntabilitas perusahaan dalam
mengomunikasikan bagaimana risiko-risiko tersebut dikelola dan bagaimana perlindungan
terhadap pekerja dilaksanakan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengungkapan K3 pada
perusahaan kelapa sawit Indonesia telah mengalami perkembangan ke arah yang lebih
substantif. Namun demikian, masih terdapat ruang yang cukup besar untuk meningkatkan
kualitas pelaporan, khususnya dalam memperkuat keseimbangan antara pengungkapan
kebijakan, proses, dan hasil kinerja K3. Dengan demikian, tantangan utama pelaporan K3 saat
ini bukan lagi sekadar memastikan bahwa perusahaan melaporkan informasi K3, melainkan
memastikan bahwa informasi yang diungkapkan mampu memberikan gambaran yang
komprehensif, kredibel, dan relevan mengenai kondisi keselamatan dan kesehatan kerja yang
dialami para pekerja dalam praktik operasional sehari-hari.

Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kualitas Pengungkapan K3

Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa tidak seluruh karakteristik perusahaan
memiliki hubungan yang sama terhadap kualitas pengungkapan K3. Dari tujuh variabel yang
diuji, hanya tiga variabel yang terbukti berhubungan secara signifikan, yaitu kerangka
pelaporan, external assurance, dan leverage. Ketiga variabel tersebut memiliki arah hubungan
positif, yang mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas pengungkapan K3 lebih banyak
dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan tata kelola pelaporan dan mekanisme
akuntabilitas dibandingkan karakteristik ekonomi perusahaan semata.

Temuan ini memberikan indikasi bahwa kualitas pengungkapan K3 pada industri kelapa
sawit tidak terutama ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki perusahaan, tetapi
oleh sejauh mana perusahaan mengadopsi praktik pelaporan yang mendorong transparansi,
kredibilitas, dan akuntabilitas informasi. Pola tersebut sejalan dengan perkembangan pelaporan
keberlanjutan global yang semakin menempatkan standar pelaporan dan mekanisme verifikasi
sebagai instrumen utama dalam meningkatkan kualitas informasi non-keuangan.
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1. Kerangka Pelaporan dan Kualitas Pengungkapan K3

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka pelaporan merupakan faktor yang
memiliki hubungan paling kuat dengan kualitas pengungkapan K3 dibandingkan variabel lain
yang dianalisis dalam penelitian ini. Signifikansi hubungan tersebut mengindikasikan bahwa
perusahaan yang mengintegrasikan standar Global Reporting Initiative (GRI) ke dalam laporan
keberlanjutannya cenderung menghasilkan kualitas pengungkapan K3 yang lebih tinggi
dibandingkan perusahaan yang hanya mengacu pada ketentuan POJK. Temuan ini
mengisyaratkan bahwa perbedaan kualitas pengungkapan tidak semata-mata ditentukan oleh
karakteristik internal perusahaan, tetapi juga oleh standar dan pedoman yang digunakan dalam
proses pelaporan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kerangka pelaporan berperan sebagai faktor yang
membentuk cara perusahaan mengidentifikasi, mengelola, dan mengomunikasikan informasi
K3 kepada para pemangku kepentingan. Dibandingkan ketentuan pelaporan yang bersifat lebih
umum, standar GRI menyediakan indikator yang lebih spesifik dan terstruktur mengenai
berbagai aspek K3, mulai dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, identifikasi
bahaya dan penilaian risiko, keterlibatan pekerja, program pelatihan, hingga indikator hasil
seperti kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kejelasan indikator tersebut mendorong
perusahaan untuk menyajikan informasi secara lebih sistematis, terukur, dan komprehensif.

Dari perspektif Institutional Theory, hasil penelitian ini dapat dijelaskan melalui konsep
normative isomorphism, yaitu kecenderungan organisasi untuk mengadopsi praktik-praktik
yang dipandang sebagai standar profesional dan memperoleh legitimasi dalam lingkungannya.
Dalam beberapa dekade terakhir, GRI telah berkembang menjadi salah satu kerangka
pelaporan keberlanjutan yang paling banyak digunakan secara global. Penggunaan standar
tersebut tidak hanya memberikan panduan teknis dalam penyusunan laporan, tetapi juga
membentuk ekspektasi mengenai jenis dan kualitas informasi yang dianggap layak untuk
diungkapkan kepada publik.

Dalam konteks tersebut, adopsi GRI dapat dipahami sebagai respons perusahaan
terhadap berkembangnya norma transparansi dan akuntabilitas keberlanjutan. Tekanan tersebut
tidak selalu berasal dari regulasi formal, melainkan juga muncul melalui ekspektasi investor,
lembaga pembiayaan, pelanggan, organisasi masyarakat sipil, serta berbagai kelompok
pemangku kepentingan lainnya yang semakin menaruh perhatian pada kinerja keberlanjutan
perusahaan. Akibatnya, perusahaan yang mengadopsi GRI cenderung terdorong untuk
mengungkapkan informasi yang lebih luas dan lebih mendalam dibandingkan perusahaan yang
berfokus pada pemenuhan persyaratan minimum pelaporan.

Temuan ini juga memperkuat argumentasi bahwa kualitas pengungkapan keberlanjutan
sangat dipengaruhi oleh kualitas standar yang digunakan sebagai acuan. Standar pelaporan
yang lebih rinci tidak hanya meningkatkan keseragaman informasi yang diungkapkan, tetapi
juga mengurangi ruang bagi perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara selektif.
Dengan kata lain, keberadaan kerangka pelaporan yang komprehensif berfungsi sebagai
mekanisme yang mendorong konsistensi dan keterbandingan informasi antarperusahaan.

Bagi industri kelapa sawit, implikasi temuan ini menjadi sangat relevan mengingat sektor
ini menghadapi tingkat perhatian yang tinggi terkait isu lingkungan, sosial, dan tata kelola
perusahaan. Risiko keselamatan dan kesehatan kerja yang melekat pada aktivitas operasional
perkebunan dan pengolahan kelapa sawit menjadikan transparansi informasi K3 sebagai aspek
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yang semakin penting bagi berbagai pemangku kepentingan. Dalam situasi tersebut,
penggunaan kerangka pelaporan yang lebih komprehensif dapat berfungsi sebagai instrumen
untuk memperkuat akuntabilitas perusahaan dalam mengomunikasikan bagaimana risiko-
risiko tersebut dikelola.

Lebih jauh, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pengungkapan
K3 merupakan area yang relatif dapat diintervensi melalui kebijakan organisasi. Berbeda
dengan karakteristik perusahaan seperti ukuran atau profitabilitas yang cenderung berkembang
secara gradual, keputusan untuk mengadopsi standar pelaporan yang lebih komprehensif
merupakan keputusan strategis yang dapat diambil oleh manajemen dalam jangka waktu yang
relatif lebih singkat. Oleh karena itu, penguatan adopsi standar pelaporan yang lebih rinci
berpotensi menjadi salah satu pendekatan yang efektif untuk meningkatkan kualitas
transparansi K3 di sektor kelapa sawit.

Pada akhirnya, nilai utama dari suatu kerangka pelaporan tidak terletak pada keberadaan
standar tersebut sebagai dokumen formal, melainkan pada kemampuannya mendorong
penyediaan informasi yang relevan, dapat diverifikasi, dan bermanfaat bagi pengambilan
keputusan. Dalam konteks K3, kualitas pengungkapan yang lebih baik memungkinkan
pemangku kepentingan memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai bagaimana
perusahaan mengelola risiko keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan demikian, peningkatan
kualitas pelaporan K3 tidak hanya berkontribusi pada transparansi korporasi, tetapi juga
memperkuat akuntabilitas perusahaan terhadap pekerja yang setiap hari berhadapan langsung
dengan berbagai risiko operasional di lingkungan kerja.

2. External Assurance dan Kualitas Pengungkapan K3

Hasil penelitian menunjukkan bahwa external assurance memiliki hubungan positif dan
signifikan dengan kualitas pengungkapan K3. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan
yang melibatkan pihak independen dalam proses verifikasi laporan keberlanjutan cenderung
menghasilkan pengungkapan K3 yang lebih komprehensif dibandingkan perusahaan yang
tidak menggunakan assurance eksternal. Dengan demikian, kualitas pengungkapan K3 tidak
hanya ditentukan oleh jenis informasi yang disampaikan, tetapi juga oleh mekanisme yang
digunakan untuk memastikan kredibilitas dan keandalan informasi tersebut.

Secara substantif, keberadaan assurance eksternal dapat dipahami sebagai bagian dari
upaya perusahaan untuk meningkatkan kualitas proses pelaporan keberlanjutan. Keterlibatan
pithak independen dalam melakukan penelaahan terhadap laporan mendorong perusahaan
untuk menyajikan informasi yang lebih terdokumentasi, konsisten, dan didukung oleh bukti
yang memadai. Dalam konteks tersebut, assurance tidak hanya berfungsi sebagai proses
verifikasi, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan tata kelola pelaporan serta peningkatan
kualitas informasi yang dihasilkan.

Temuan ini sejalan dengan perspektif Legitimacy Theory yang menjelaskan bahwa
perusahaan berupaya memperoleh dan mempertahankan legitimasi sosial melalui berbagai
mekanisme yang menunjukkan kesesuaian antara aktivitas perusahaan dan ekspektasi
masyarakat. Dalam konteks pelaporan keberlanjutan, penggunaan assurance eksternal dapat
dipandang sebagai salah satu bentuk upaya perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan
pemangku kepentingan terhadap informasi yang dipublikasikan. Keterlibatan pihak
independen memberikan keyakinan tambahan bahwa informasi yang disampaikan tidak
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semata-mata merupakan representasi kepentingan manajemen, melainkan telah melalui proses
penelaahan yang objektif dan sistematis.

Hasil penelitian ini juga dapat dijelaskan melalui Signalling Theory. Dalam situasi ketika
pengguna laporan menghadapi keterbatasan informasi mengenai kondisi internal perusahaan,
penggunaan assurance ecksternal dapat berfungsi sebagai sinyal mengenai komitmen
perusahaan terhadap transparansi dan akuntabilitas. Kesediaan perusahaan untuk membuka
laporan keberlanjutannya kepada pihak independen menunjukkan adanya upaya untuk
meningkatkan kredibilitas informasi yang disampaikan kepada publik. Dengan demikian,
assurance eksternal tidak hanya memperkuat kualitas informasi, tetapi juga membantu
mengurangi asimetri informasi antara perusahaan dan para pemangku kepentingan.

Dalam konteks pengungkapan K3, keberadaan assurance memiliki relevansi yang sangat
penting karena sebagian besar informasi yang diungkapkan bersifat non-keuangan dan tidak
mudah diverifikasi secara langsung oleh pengguna laporan. Informasi mengenai sistem
manajemen K3, identifikasi bahaya, program pelatihan, pelibatan pekerja dalam pengelolaan
keselamatan kerja, maupun data kecelakaan dan penyakit akibat kerja memerlukan tingkat
kepercayaan yang tinggi agar dapat digunakan sebagai dasar penilaian terhadap kinerja
perusahaan. Oleh karena itu, assurance eksternal berpotensi memperkuat reliabilitas informasi
yang disampaikan sekaligus meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap
laporan keberlanjutan.

Proporsi perusahaan yang menggunakan external assurance dalam penelitian ini relatif
rendah, sebagaimana ditunjukkan pada hasil analisis deskriptif sebelumnya. Namun demikian,
hasil regresi menunjukkan bahwa keberadaan assurance memiliki hubungan yang signifikan
dengan kualitas pengungkapan K3. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa meskipun tingkat
adopsinya masih terbatas, assurance eksternal berpotensi menjadi salah satu mekanisme yang
efektif dalam meningkatkan kualitas, konsistensi, dan kredibilitas informasi keberlanjutan
yang diungkapkan perusahaan.

Dari perspektif praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan
kualitas pengungkapan K3 tidak hanya bergantung pada penyusunan standar pelaporan yang
lebih baik, tetapi juga pada penguatan mekanisme verifikasi yang mampu meningkatkan
kepercayaan terhadap informasi yang disajikan. Pelaporan yang berkualitas memerlukan lebih
dari sekadar kelengkapan informasi; pelaporan tersebut juga harus mampu memberikan
keyakinan bahwa informasi yang diungkapkan akurat, konsisten, dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, kualitas pengungkapan K3 memiliki makna yang melampaui kepentingan
pelaporan korporasi semata. Informasi yang kredibel mengenai pengelolaan keselamatan dan
kesehatan kerja merupakan bagian dari akuntabilitas perusahaan terhadap berbagai pihak yang
terdampak oleh aktivitas operasionalnya. Dalam industri kelapa sawit yang memiliki tingkat
risiko kerja relatif tinggi, transparansi yang didukung oleh assurance eksternal dapat
berkontribusi pada tersedianya informasi yang lebih dapat dipercaya mengenai bagaimana
perusahaan mengelola risiko serta melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerjanya.

3. Leverage dan Kualitas Pengungkapan K3

Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage memiliki hubungan positif dan signifikan
dengan kualitas pengungkapan K3. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan
tingkat ketergantungan yang lebih tinggi terhadap sumber pendanaan eksternal cenderung
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memiliki kualitas pengungkapan K3 yang lebih baik dibandingkan perusahaan dengan tingkat
leverage yang lebih rendah.

Hubungan tersebut memberikan perspektif yang penting mengingat pada tahap analisis
korelasi leverage tidak menunjukkan keterkaitan yang berarti dengan kualitas pengungkapan
K3. Signifikansi yang muncul pada model multivariat mengindikasikan bahwa pengaruh
leverage baru terlihat setelah pengaruh variabel lain dikendalikan secara simultan. Kondisi ini
menunjukkan bahwa hubungan antara leverage dan kualitas pengungkapan K3 tidak dapat
dipahami secara terpisah dari karakteristik perusahaan lainnya.

Dari perspektif Agency Theory, temuan ini dapat dijelaskan melalui kebutuhan
perusahaan untuk mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan penyedia dana.
Perusahaan dengan tingkat leverage yang lebih tinggi umumnya menghadapi tuntutan
akuntabilitas yang lebih besar dari kreditur dan lembaga pembiayaan karena sebagian aktivitas
operasionalnya didukung oleh sumber pendanaan eksternal. Dalam situasi tersebut, perusahaan
memiliki insentif untuk menyediakan informasi yang lebih luas dan lebih kredibel guna
meningkatkan kepercayaan serta mengurangi ketidakpastian yang dihadapi para penyedia
modal.

Penjelasan serupa juga dapat ditemukan dalam Stakeholder Theory. Kreditur merupakan
salah satu kelompok pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan langsung terhadap
keberlanjutan operasional perusahaan. Dalam industri kelapa sawit yang memiliki tingkat
risiko operasional relatif tinggi, informasi mengenai pengelolaan keselamatan dan kesehatan
kerja menjadi bagian penting dalam menilai kemampuan perusahaan mengelola risiko. Oleh
karena itu, perusahaan dengan tingkat leverage yang lebih tinggi dapat terdorong untuk
mengungkapkan informasi K3 secara lebih komprehensif sebagai bagian dari upaya
mempertahankan kepercayaan pihak pemberi pinjaman.

Dalam konteks industri kelapa sawit, hubungan tersebut memiliki relevansi yang kuat.
Aktivitas operasional pada sektor ini melibatkan berbagai risiko yang berpotensi memengaruhi
keberlangsungan usaha, termasuk risiko kecelakaan kerja, gangguan kesehatan akibat kerja,
serta berbagai risiko operasional lainnya yang dapat berdampak terhadap produktivitas dan
stabilitas perusahaan. Bagi kreditur, kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko-risiko
tersebut merupakan informasi yang relevan karena berkaitan dengan kesinambungan
operasional dan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansialnya.

Hasil penelitian in1 mengindikasikan bahwa pengungkapan K3 tidak hanya dipandang
sebagai bentuk kepatuhan terhadap standar keberlanjutan, tetapi juga sebagai bagian dari
strategi komunikasi perusahaan kepada pihak eksternal yang memiliki kepentingan ekonomi
terhadap keberlangsungan usaha. Informasi mengenai sistem pengelolaan K3, program
pencegahan risiko, maupun kinerja keselamatan kerja dapat berfungsi sebagai indikator
kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko operasional secara keseluruhan.

Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa tekanan dari
pihak eksternal, termasuk kreditur dan penyedia modal, dapat mendorong perusahaan untuk
meningkatkan kualitas pengungkapan informasi non-keuangan. Namun demikian, hasil
penelitian ini juga menunjukkan bahwa hubungan antara leverage dan kualitas pengungkapan
K3 tidak selalu bersifat langsung. Pengaruh leverage baru tampak setelah karakteristik
perusahaan lainnya dianalisis secara bersamaan, yang menunjukkan bahwa kualitas
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pengungkapan K3 merupakan hasil interaksi berbagai faktor organisasi, tata kelola, dan
lingkungan institusional.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa transparansi K3 dapat berkembang bukan
hanya karena adanya tuntutan regulasi atau komitmen keberlanjutan perusahaan, tetapi juga
karena kebutuhan untuk mempertahankan kepercayaan pihak eksternal yang memiliki
kepentingan terhadap stabilitas operasional perusahaan. Dalam industri kelapa sawit yang
memiliki karakteristik risiko kerja relatif tinggi, pengungkapan K3 yang lebih baik
berkontribusi pada tersedianya informasi yang lebih memadai mengenai pengelolaan risiko
keselamatan dan kesehatan kerja. Kondisi tersebut memperkuat fungsi pelaporan keberlanjutan
sebagai sarana akuntabilitas sekaligus sebagai media komunikasi perusahaan kepada berbagai
pemangku kepentingan mengenai upaya perlindungan terhadap tenaga kerja.

Sintesis Teoritis dan Implikasi Temuan

Jika keseluruhan temuan penelitian dipandang secara terintegrasi, terlihat bahwa kualitas
pengungkapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada perusahaan kelapa sawit lebih
banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan kredibilitas dan tata kelola
pelaporan dibandingkan karakteristik ekonomi maupun struktur tata kelola formal perusahaan.
Pola ini tercermin dari signifikannya pengaruh kerangka pelaporan, external assurance, dan
leverage, sementara ukuran perusahaan, profitabilitas, kepemilikan institusional, serta
independensi dewan komisaris tidak menunjukkan hubungan yang bermakna secara statistik.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kualitas pengungkapan K3 tidak semata-mata
merupakan konsekuensi dari besarnya sumber daya yang dimiliki perusahaan atau kuatnya
struktur tata kelola yang dibangun secara formal. Sebaliknya, kualitas pengungkapan
tampaknya lebih ditentukan oleh mekanisme yang secara langsung memengaruhi bagaimana
informasi disusun, distandardisasi, diverifikasi, dan dikomunikasikan kepada para pemangku
kepentingan. Dengan demikian, transparansi K3 tidak hanya berkaitan dengan kemampuan
perusahaan untuk melaporkan, tetapi juga dengan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan
informasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari perspektif Institutional Theory, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa praktik
pengungkapan K3 berkembang dalam kerangka norma dan ekspektasi yang semakin
terinstitusionalisasi. Pengaruh kuat kerangka pelaporan menunjukkan bahwa standar pelaporan
berperan penting dalam membentuk kualitas informasi yang dihasilkan perusahaan. Standar
yang lebih komprehensif tidak hanya menyediakan pedoman teknis mengenai apa yang perlu
diungkapkan, tetapi juga membentuk pemahaman mengenai informasi apa yang dianggap
relevan dan layak diketahui oleh publik. Dalam konteks ini, kualitas pengungkapan K3 dapat
dipahami sebagai hasil dari proses penyesuaian perusahaan terhadap norma transparansi yang
berkembang di lingkungan institusionalnya.

Pada saat yang sama, signifikansi external assurance menunjukkan bahwa kualitas
pelaporan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan informasi, tetapi juga oleh tingkat
kepercayaan terhadap informasi tersebut. Keberadaan assurance memperkuat argumen bahwa
akuntabilitas dalam pelaporan keberlanjutan tidak cukup dibangun melalui pengungkapan
semata, tetapi juga memerlukan mekanisme yang mampu meningkatkan reliabilitas dan
kredibilitas informasi yang disampaikan. Temuan ini memperlihatkan bahwa kualitas
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pengungkapan K3 tidak hanya berkaitan dengan kuantitas informasi yang tersedia, tetapi juga
dengan sejauh mana informasi tersebut dapat dipercaya oleh pengguna laporan.

Sementara itu, hubungan positif antara leverage dan kualitas pengungkapan K3
menunjukkan bahwa kebutuhan perusahaan untuk mempertahankan kepercayaan pihak
eksternal dapat menjadi pendorong penting bagi peningkatan transparansi. Dalam konteks ini,
pengungkapan K3 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas sosial, tetapi juga
sebagai sarana komunikasi yang membantu perusahaan menunjukkan kapasitasnya dalam
mengelola risiko operasional. Risiko keselamatan dan kesehatan kerja yang dikelola dengan
baik pada akhirnya tidak hanya berdampak pada pekerja, tetapi juga berhubungan dengan
keberlangsungan operasional dan stabilitas organisasi secara keseluruhan.

Sebaliknya, tidak ditemukannya hubungan yang signifikan pada ukuran perusahaan,
profitabilitas, kepemilikan institusional, dan independensi dewan komisaris memberikan
indikasi bahwa karakteristik perusahaan yang selama ini sering diposisikan sebagai determinan
utama pengungkapan keberlanjutan belum tentu memiliki pengaruh yang sama pada seluruh
konteks industri. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa kualitas pengungkapan
merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor organisasi, regulasi, dan
lingkungan institusional, sehingga tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu pendekatan
teoritis atau satu kelompok variabel tertentu.

Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas
pengungkapan K3 perlu diarahkan pada penguatan instrumen yang secara langsung
memengaruhi kualitas pelaporan. Peningkatan penggunaan standar pelaporan yang lebih
komprehensif, perluasan praktik external assurance, serta penguatan mekanisme akuntabilitas
informasi berpotensi memberikan dampak yang lebih nyata dibandingkan mengandalkan
karakteristik perusahaan yang bersifat struktural. Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa
peningkatan kualitas pengungkapan K3 merupakan sesuatu yang dapat diintervensi melalui
kebijakan dan praktik organisasi, tanpa harus bergantung pada perubahan ukuran perusahaan
atau kondisi keuangan tertentu.

Dalam konteks yang lebih luas, kualitas pengungkapan K3 tidak hanya berkaitan dengan
pemenuhan kewajiban pelaporan keberlanjutan. Informasi yang disajikan dalam laporan pada
dasarnya merepresentasikan bagaimana perusahaan mengelola risiko yang dihadapi tenaga
kerja dalam aktivitas operasional sehari-hari. Oleh karena itu, transparansi K3 memiliki makna
yang melampaui fungsi komunikasi korporasi semata. Transparansi tersebut merupakan bagian
dari akuntabilitas perusahaan dalam menunjukkan bagaimana upaya perlindungan terhadap
keselamatan dan kesehatan pekerja direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara
berkelanjutan.

Dengan demikian, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa kualitas pengungkapan
K3 pada industri kelapa sawit lebih dekat dengan isu kredibilitas pelaporan dan akuntabilitas
institusional dibandingkan dengan isu kapasitas ekonomi perusahaan. Pemahaman tersebut
memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur pengungkapan keberlanjutan
sekaligus menegaskan pentingnya penguatan sistem pelaporan yang mampu menghasilkan
informasi yang tidak hanya lengkap, tetapi juga relevan, andal, dan bermanfaat bagi
pengambilan keputusan berbagai pemangku kepentingan.
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KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kualitas pengungkapan keselamatan dan kesehatan kerja
(K3) pada perusahaan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022—-2024
secara umum menunjukkan tingkat yang cukup baik, meskipun masih terdapat perbedaan
antarperusahaan dan pengungkapan lebih banyak berfokus pada aspek kebijakan serta sistem
pengelolaan risiko dibandingkan kinerja aktual K3. Penelitian ini menemukan bahwa
perusahaan yang mengadopsi kerangka pelaporan POJK dan GRI memiliki kualitas
pengungkapan yang lebih baik dibandingkan perusahaan yang hanya menggunakan POJK,
sementara kerangka pelaporan, external assurance, dan leverage terbukti berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kualitas pengungkapan K3. Sebaliknya, ukuran perusahaan,
profitabilitas, kepemilikan institusional, dan independensi dewan komisaris tidak berpengaruh
signifikan. Oleh karena itu, perusahaan disarankan meningkatkan transparansi melalui
pengungkapan indikator kinerja K3 yang lebih komprehensif dan penggunaan external
assurance, sedangkan regulator perlu memperkuat standar pelaporan K3. Penelitian selanjutnya
disarankan memperluas objek penelitian, menambahkan variabel lain yang relevan, serta
mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang
lebih mendalam mengenai kualitas pengungkapan dan kinerja K3 perusahaan.
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